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ABSTRAK

PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA Y ANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

OLEN
WISNU DWI SAPUTRA

Tujuan penelittan 11 adaiah untuk menelusuri prosedur penyidikan
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang,
Sehingga permasalahan i dapat terjawab dengan jelas baik secara teori
maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak
di Pélresta Palembang dan Apakah Hambatan-hambatan Penyidik Dalam
Melakukan Penyidikan Tindak  Pidana yang Dilakukan Oleh  Anak di
Polresta Palembang

Penulisan Sknpsi int merupakan penelit:an hukum sosiologis yang bersifat
deskriptif] sehingga tidak berkehendak mengup hipotesis. Setelah diadakan
penelittan dapat disimpulkan Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
adalah sebagai berikut - Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih
dahulu dilakukan penvehdikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak
pidana vang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak
prdana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan KUHP.
Langkah-langkah dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut
Penyehdikan adalah serangkaran tindakan penvelidikan untuk mencar dan
menemukan suatu pristwa yang diduga sebagar tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan_Penindakan Setiap
tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana. Polresta Palembang melakukan tindakan hukum apabila anak yang
melakukan tindak pidana dipandang tidak dapat d:bina hanya dengan
tinuanan permgatan  Pemenksaan Setiap tindakan yang dilakukan oleh
penyidik anak dalam rangka mencar kebenaran tentang suatu tindak
pidana Dan Hambatan-hambatan dan cara mengatas: tindak pidana anak .
a Hambatan mntern, antara lain adanva kewapban penvidik untuk
mempertimbangkan hasil penehitian ke masvarakat b Hambatan ckstern,
antava lam sulitnya membenkan pengertian kepada orang tua atau wali

Vi
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BAB |

PENDAHULL AN

AL Latar Belakang

Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  Hukum  yang
berdasarkan  Pancasila  dan Undang-t/ndang Dasar 1945 yang
“menjunjung tingg1 hak asasi manusia. Oleh karena pembangunan dan
pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi vang
dinamis. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat mt_aniknlmti tkhm
keteriban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan

Selam  itu,  hukum  diharapkan dapat  meningkatkan dan
menyempurnakan  pembinaan  hukum  nasional  dalam rangka
pembaharuan hukum  Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikas:
hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas
masing-masing  Dan juga dapat memantapkan stkap ’dan perilaku
penegak hukum sesuai dengan fungsi pencegakan hukum dalam rangka
meningkatkan citra  dan  wibawa aparat penegak hukum " serta
meningkatkan pelayanan hukum kepada ;nasyarakal vang memerlukan

Pada hakekatnva kehadiran hukum dalam masyarakat adalah
untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan Kepentmgan-

kepentingan yang berhubungan satu sama lamn sehingga dapat berjalan



beriringan atau seudaknva dapat tertatewrasi. dan perbedaan-perbedaan
vang ada dapar duekan sekectl mungkin

Perkembangan  zaman  vang semakm maju dan tercipran
teknologi kemunikast yang semakin cangaih mendorong terwujudnva
globalisai makin cepat terlaksana D1 satu sisi hal tersebut sanuat
berguna bagi perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat
dilematis. Laju pertumbuhan penduduk vang pesat tidak sebanding
dengan peningkatana pertumbuhan ekononmis

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya
mencart lapangan pekerjaan dan menmgkatnya  kebutuhan hidup
masyarakat yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat,
peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong
munculnya berbagar tindak krinunalitas  Terlebih  adanva dikas
kurang efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana vang
dilakukan oleh anak-anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum vang dapat diberikan
daiam penyelenggaraan peradilan anak adalah yang adanya ketepatan
dan kecermatan dari hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan
sanksi prdana yang terwujud dan tercermm melalui pertimbangan hakim
menjatuhkan putusan sehingea diharapkan  putusan  hakim  yang
dyatuhkan terhadap anak  vang melanggar  hukum  akan  mampu

melindungr kepentingan anak sebagar bagian dari generast muda vang




merupakan penerus cila-cita perjuangan bangsa dan wlang punguung
pembangunan banusa

Dengan adanva Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak. maka kepentingan anak dapat terhndung
Penerapan undang-undang i di lingkuncan Peradilan Umum dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan si1 anak schingea hak-hak dan
perhindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana dengan baik

D1 Polresta Palembang tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak cenderung meningkat darn tahun ketahun sebelumnya, jumlah
ahak-anak yang nuﬂakukaﬁ akﬁvua§ di jalan cenderung menmgkat
dengan pesat, indikasi tersebut terlihat dengan jelas oleh masyarakat
umum.  Aktivitas  anak-anak tersebut bermacam-macam  seperti
mengaimen, menunta-mimnta, menjuai plastk di pasar dan lain-lain Hal-
hal tersebut dapat memuicu terjadinya tindak kriminal karena kurangnya
pembinaan, pengawasan dar orang tua, wali, maupun pengasuh

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia vang
berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan
persatuan bangsa yang Berbhineka Tunggal lka, diperlukan pembinaan
secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan hisik, mental dan sosial serta perlindungan dar segala
kemungkinan yvang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa

depan



Dalam berbagai hal upava pembinaan dan perlindungan tersebut.
dihadapkan pada permasalahan dan tantancan dalam masyarakat Jan
ndak sedikit dyumpar berbagar penvimpancan perilaku di kalanzan
anak. Bahkan lebih darn 1tu karena berbavar alasan anak meiakukan
tindakan yang melanggar hukum batk secaras formal maupun sosial
masyarakat

Selain itu, terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal
tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik fisik, mental
maupun sosial. Karena keadaan diri yvang tidak memadai tersebut, maka
baik sengaia maupun tidak sengaja sering anak melakukan tindakan atau
berpertlaku yang merugikan dirinya atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh anak. disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
adanya dampak negatif dart perkermbangan pembangunan yang cepat,
arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan
dapa—t menjadi salah satu dasar vang kuat untuk mengembalikan dan
mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan
dirinya sebagar warga vang bertanggung jawab bagi kehidupan
keluarga, bangsa dan Negara

Untuk lebih memantapkan upaya pembimaan dan pemberian

bimbingan bagi anak nakal. dalam rangka mewujudkan peradilan vang



memperhatikan perlindungan dan kepenunuan anak. maka Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan
Anak. memberikan  Ketentuan-ketentuan mengenar  penvelencearaan
pengadilan vang kiusus bagr anak dalam hingkungan peradilan umun

Dalam menghadapi dan menanggulanur berbagar perbuatan dan
tingkah laku anak nakal, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan
kedudukan anak dengan segala cint dan sifatnya yang khas. Walaupun
anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan
pikiran, perasaaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat
n‘"lempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah
anak nakal, orang tuan dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih
bertanggung  jawab  terhadap  pembmnaan,  pendidikan.  dan
pengembangan perilaku anak

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan

perkembangan mental nakal, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di

dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan

ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk
lebith melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa
depannya yang masth panjang. Mengingat anak-anak adalah generasi

muda vang merupakan asset penerus bangsa, dengan memperhatikan

fenomena terscbut. penulis tertarik untuk mengadakan penelitian



lentang. PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA

PALEMBANCG

B. Permasalahan
Yang menjadi permasalahan dalam sknipst i1 adalah sebaga
berikut :
I Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh
Anak di Polresta Palembang ?
2 Apakah  Hambatan-hambatan  Penyidik  Dalam  Melakukan
Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta

Palembang ?

C. Ruanglingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ber_guna, baik secara teoritis maupun
secara .prakts, secara teoritis peneliian im  berguna sebagai upaya
pengembangan 1lmu pengetahuan hukum -melalui kegiatan pendidikan.
pelatihan dan seminar hukum. Disamping ttu penelitian ini berguna sebagat
upaya pendalaman penguasaan 1lmu pengetahuan hukum melalu telaah
pustaka serta kemampuan menuhs  skripst  dibidang hukum. cuna
meningkatkan kemampuan skill and profesional bagr para lulusan setelah

menyelesaitkan pendidikan Sarjana Hukum



Penelitian 1ni bertujuan untuk mengatahur mengcanalisis

a tntuk mengetahun pelaksancan penvidikan terhadap tndak pidana vane
dilakukan oleh anak di Polresta Palembang

b Untuk mengetahur hambatan-hambatan dalam melakukan penvidikan

yany dihadapi Polresta Palembang dalam mengaiasi tindak pidana anak

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiolog:
yaitu suatu penehitian hukum yang menggunakan data sekunder (data
képuslakaan) sebagal data utama dan juga didukung dengan data primer.
Dan sekunder tersebut terdin dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier '’ Pendekatan masalah melalul
analisis yuridis-normatf” tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-
asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan
tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalur studi
kepustakaan yang relavan dengan permasalahan secara sistematis, rinci,

komperhensif dan akurat (jelas).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder Sumber data primer adalah sumber

Vo Mohammad. 2000, Merode Denelinan, Ghalia Indonesia, Jakana, hlm 73



data vang diperoleh dilapanuan, sedangkan sumber data sekunder adalah
sumber data yang berasal dar: studi kepustakaan dan dokumentas:
Anahsis  datwa adalah proses  menvatur  urutan da
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagon dan satuan uraian
dasar *' la membedakannya dengan penafsiran, vaitu membenkan arti
yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari
hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.  Setelah data yang
dibutuhkan diperoleh  meliputi  penelitian  lapangan, selanjutnya
dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami
nermasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk
akhirnya menghasilkan rekomendasi Analisis yang digunakan adalah

metode analisis kuahitatif

E. Definisi Operasional

Pengertian anak adalah muda-mudi atau remaja yang masih
dianggap anak-anak, yang masith memerukan bimbingan dari orang tua atau
keluarga serta masih harus belajar banyak baitk mengenai pendidikan orang
tua  maupun memmba pengalaman-pengalaman dalam  kehidupan

bermasyarakat.

Moleong, Lesy b 2001, Metodelogi Penelitanr Kvalitenir L Remiga Rosdabarva

Randung. hlm 153



Dalam sulah vang lazim. perkataan “juvemile” seing dipergunakan
sebagar stilah lam dan anak-anak. terhadap stilah i ada dua penatsiran
dalam  pengertiannyva vaitu.  pertama  pengertian  anak-anak  untuk
perimbangan aparat penegak hukum (Polisi Jaksa. Hakim) dalam ranuka
menerapkan kebijakan pidana pada proses peradiian anak  Dari vane
pertama i hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana
vang masth anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana
vang sudah dewasa (adult offender). Pengertian vang kedua adalah
pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi
psikdlogis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut
sebagar remaja Namun demukian pengertian mipun tidak semua orang
dapat menenmanya, karena pengertian “juvenile” terlau umum dan

mencakup semua orang vang masth muda usianya

I-. Sistematika Penulisan
Rancangan penulisan skripst in1 disusun secara keseluruhan dalam 4
(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :
Bab Pertama Pendahuluan yang menguratkan yaitu laiar belakang,
perumusah masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan
penehitian, kerangka teoritis, metodologr penelitian dan

sistematika penulisan



Bab kedua

Bab Ketiga

Bab Keempat

Tinjauan Pustaka vang berist paparan tentany teori-teor
mengenar  pengertian  penyeitdilan  dan  penvidikan.
alasan-alasan diadakannya  penwvidikan.  proses
penyelidikan dan penvidikan, pengertian anak. tindak
pidana anak dan faktor-faktor vang mempengaruhi
tindak pidana anak

Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil
penelittan yang secara khusus menguratkan dan
menganalisis permasalahan yang diangkat.

Penutup pada bagian ni mérupakan ai-:hir pembahmsan

skripst i diformat dalam kesimpulan dan saran
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unusr-Unsur Tindak Pidana
Tmdak prdana adalah berasal dar istilah vang dikenal dengan
hukum praana yaitu “Swafbaar Feir”, walaupun istilah ing terdapat
dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda

(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi para ahh tentang apa vany

dimaksud dengan Strafbaar i-eit itu, karena para ahli sampai kini belum

ada keseragaman pendapat

Istilah~stilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan
vang ada maupun daiam berbagai hteratur hukum sebagai terjemahan
dari isulah Stratbaar e adalah -

I Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam
perundang-undangan pidana  Dalam Ila:m)ir seluruh  peraturan
perundang-undangan mengenar istilah undak pidana, seperti dalam
UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU-No. 11/PNPS/1963
tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan perundang-
undangan lainnya Ahh hukum yang menggunakan istilah ini adalah

Winjono Prodjodikoro
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Penistiwa Pidana. diaunakan olel beberapa ahli hukum musalnva R
Tresna dalam ukurannva “Azas-azas hukum Pidana™. HJ  \an
Schravendpk dalam buku pelajaran tentane hukum Pidana Indonesia.
A Zanai Abidin dalam buku beliau * Hukum Pidana™ Pembentuk
UL juga pernah menguunakan istilah Pidana, vaitu Undang-Undang
Dasar Sementara tahun 1950

Delik. vang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” Juga
digunakan untuk menggambarkan tentang apa vang dimaksud
dengan Strafhaar feii Istulah 1 dapat dijumpai dalam berbaga
hteratur, misalnya E - Utrecht walaupun juga beliau menggurakan
istilah lam yakni peristiwa prdana (dalam buku Hukum Pidanan 1)
Pelanggaran Pidana. dapat diyjumpai dalam pokok-pokok Hukum
Pidana yang ditulis olebh M H Tirtaatmad,aja

Perbuatan yang boleh dihukum, istilah i digunakan oleh Karni
dalam buku  “Ringkasan tentang Hukum Pidana”, begitu luga
Schavendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana
Indonesia™ .

Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Hukum Pembentuk
Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang
Senjata Api dan Bahan Peledak

Perbuatan Pidana digunakan oleh Mocljatno dalam berbagar tulisan

behau. nmusalnva dalam buku azas-azas Hukum Pidana Nyatanva



kit setidaknya  dikenal ada 7 suiah dalam  bahasa sebagai
teriemahan dar istulaly Steathaar e (Belanda)

Moeljatno  menceunakan astilah perbuatan prdana. vane

didefenisikan behau sebagar “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana disertar ancaman (sanksi) vang berupa pidana

tertentu, bagr barang stapa melanggar larangan tersebut”™,

D1 samping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan

pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa peristiwa pidana dan istilah

tindak prdana adalah suatu 1stilah yang tidak tepat, dengan alasan”

-+ Untuk 1stilah pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang

konkrit (padahai Sirafbaar Feir sebenarnya abstrak) vang menunjuk
pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, vang tidak penting
dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa
matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan
orang lain

Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “Tindak™ tidak menunjuk
pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan
peristiwa juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-
gertk atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak
pidana, tindakan dan bertindak.

Mengenai pengertian tindak pidana itu sendin terdapat perbedaan

diantara para pakar hukum sebagai berikut -

|

P A Lamintang yang menguti pendapat dan Van Bemelan
mengatakan bahwa = “perkataan feit dalam bahasa Belanda berarti
sebagian dan suatu kenyataan (eengerdelle van de werkelijkheid),
sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum™ sehingga secara harfiah
perkataan strafbaar feit 1tu dapat diterjemahkan sebagar sebagian dari
suatu kenyataan yang dapat dihukum, hal i1 tdak tepat karena yang
dapat dihukum 1tu adalah manusia sebagar pribadi dan bukan
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan



14

Pompe mengungkapkan bahwa

Perkataan “strafbaar e “itu secara teonus dapat dirumuskan
sebagar suatu pelanggaran norma  (ganueuan terbadap tertib hukum)
vang sengajd a telah sengaga dilakukan oleh seorang pelaku
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu dem
terpehiharanya terth hukum dan terjaminava kepentingan hukum ™

Stratbaar feit devcan terjemahan penistiwa 1ty sendirt di antara

pakar hukum yang menteremahkannya demikian adalah Do Simon

mengungkapkan bahwa. “penistiwa pidana adalah perbuatan salah dan

melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh orang

-4
mampu bertanggung jawab™ "’

.

Selajutnya D. Simon  juga menentukan bahwa suatu peristiwa

bisa dikatakan sebagar suatu penistiwa pidana harus memenuhi unsur-

unsur sebagar bertkut .

Handehng * perbuatan manusia

Dengan handeling dimaksudkan tidak saja “een doen™ (perbuatan)
akan tetapt juga “een nalaten” atau “met doen” (melalaikan) atau
tidak berbuat Masalahnya apakah melalatkan atau tidak berbuat
dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu penstiwa pidana, bila
1a tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya
dibebankan suatu kewapiban hukum atau keharusan untuk berbuat:

2. Perbuatan manusia 1tu harus melawan hukum (wederechrelijk),

3. Perbuatan 1itu diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) oleh
undang-undang; _

4 Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(teorekenigsvatbaar);,

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) sipembuat.

6. Dan uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana atau
pristiwa pidana adalah suatn perbuatan vang darang dan drancam
TPAL Pamantang, 20002 Dsar=L s i Prdana Tdonesia Smar Bara, Bandung

him 173
Muostata Abdallah dkk 2003 fersore ko Didiose Ghaine Iindonesa, Jokarts
hlin 23



B.

oleh undang-undany juga enrut masvarakat sanzatlah tidak patut dan
twicela  Intiva perbuatan tersebut bersifat melawan hukum  Jad
seseorang dapat  dipidana apabila orane  tersebut  melakukan
perbuatan vang melawan hubum dengan catatan bahwa perbuatan
tersebut dilakukan oleh orang vang mampu benanggungjawab ™
Mengenar unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-
tdaknva dar dua sudut pandang. yakni
I} dan sudut teoritis. dan
2) dan sudut Undang-Undang Maksud teoritis 1alah berdasarkan
pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya
Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

ifu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal

peraturan perundang-undangan vang sah

Subjek Tindak Pidana

Subjek hukum pidana pada umumnya adalah setiap manusia atau
orang vang berada diwilayah  berlakunya hukumi pidana tertentu, baik
berupa wilayah dalam-negara atau luar negara -

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah
dikenal bahwa subjek dan suatu tindak pidana bukan hanya manusia

saja. tetapr juga hewan Demuikian juga pada abad pertengahan (tahun

" d bl 26
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[571) pemah dipidana seckor banteny. karena membunuh seorany
WAty

Pemah dikenal pnia. dipertangeung javwabkan prdananva bahan
hukum sebagar subjek tetapr atas pencarah ajaran-ajaran Von Savigni
dan lFeurbach. vang kesimpulannya bahwa bahan-bahan hukum tidak
melakukan delik (socictas diliguere ron potets), maka pertanggung
Jawaban badan tersebut, sudah tidak dianut lagi Dalam hal un yang
dipertanggungjawabkan pidananya adalah pengurusnya

Jadi yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia

(Natuurljke persoonen) dan badan hukum (recht persoonen)

C. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Hassan adalah muda-mudi atau remaja

vang masth dianggap anak-anak, yang masih memerukan bimbingan

dariorang tua atau keluarga serta masih harus belajar banvak baik

mengenal  pendidikan  orang tua maupun menimba pengalaman-

: L, 6)

pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.”
Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat
secara umum adalah mercka yang masih berusia antara 13 (tiga belas)

sampar dengan 15 (hma belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih

Hassan: 2003 Kyompaddinr Seal Tanir deowals Teistang ferbeagar Vas:idab Lo

Diponogoro. Bandung, hlm 14



tingual bersama orang tua ' Sedangkan pengertian anak vang belum
dewasa menurut undane-undane adalah sebacar berikui. menurut KUH
Perdata Pasal 330, mencranckan bahwa vang dikatagorikan belum
dewasa adalah bagi mereka vang belum genap berusia 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah kawm ™

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-
Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam Pasal 7 yakni
“Perkawinan hanya dnzinkan pka pithak pria mencapar umur 19
(Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas)
tahun™

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Dalam Pasal i angka (1) dyelaskan bahwa anak adalah seseorang
vany belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan

Menurut  Undang-Undang Nomor 11;' “Tahun 2012 tentang
Peradilan Anak Dalam Pasal | angka (1) merumuskan bahwa anak
dalam perkara anak nakal ad_alah orang vang telah n{encapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,

dan belum pemnah kawin

Ruskan, ¢p e hlme 10

Subektr 2009 Ksrah  wddane-1 nddare ko Pevdara Pradva Paranuta, lakarta
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Darr seur lain sepert agama maupun segr adat pada umumnya
vang disebutkan sudah dewasa adalah mereka vane jika wanita sudah
pernah hawd dan pika laki-laks sudah pemah mengetuarkan sperma dalam
Keadaan udak sadar ™

Sedemikian banvaknva pendapat-pendapat vang saling berbeda-
beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapua pertingnya untuk
memahami  pengertian  tentang  anak-anak/remaja Hal in sangat
berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penggulangan
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dan uraian

-t-erscbul penulis dapat menarik suatu pengertian bahwa anak adalah
seorag yang belum mencapar umur delapan belas tahun dan belum
pemah kawin jadi walaupun anak belum mencapar usia delapan belas

tahun tetapt sudah men:kah maka sudah dapat dikatagonkan dewasa.

D. Tindak Pidana Anak

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto  menganut

penggunaan istilah “Juvenile Delinquency” yang didalamnya mehpus

pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat

" Hasan. Op Cit b 7
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disimpulkan bahwa undak pidana anak-anak merupakan bagian dar
Kenakalan anak-anak/ remun

Dalam asulah vane Tazime perkatean “pvemle”™  sering
dipergunakan sebagai 1stilah Lan dan anak-anak terhadap istilah mi ada
dua penafsiran dalam pencernannya vaitu. pertama pengertian anak-
anak untuk pertnnbgngan aparat penegak hukum (Polisi Jaksa, Hakim)
dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak
Dar vang pertama i hanva dimaksudkan untuk membedakan antara
pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku
ttndak pidana yang sudah dewasa (adudi offender) Pengertian vang
kedua adalah pengertian schavai remaja, sebutan 11 biasanya didasarkan
pada kondisi psikologis seseorang. dimana pada usia helasan tahun
sering disebut sebagar remaja Namun demikian pengertian ipun tidak
semua orang dapat mencrimanya, karena pengertian “juvenile” terlau
umum dan mencakup semua orang yang masih muda usrmnya.' ik

Dart keseluruhan uraran tentang pengertian tindak pidana yang
dilakukan anak, dalam Pasal | butir 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1|

Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah -

2 Soedarta. Op i hlm 14

' Qoedarta, Op Ci lilm 94



a  Anak vang melakukan undak pidana
b Anak vang melakukan perbuatan vang dinvatakan terlarang bag
wmak batk menurut peiaturan perundang-undangan maupun menurut
hukum lam  yang hidup dan berlaku dalam  masyarakat yang
bersangkutan
Tindak pidana atau tndak pidana anak mengandung pengertian
perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh
anak-anak, yang melanggar mlai-mlar atau norma-norma yang dapat
merugikan orang lain atau masyarakat, bisa disebut dengan “Juvenile
Delmguency”™  mengena:  tnmmology ini. banyak  sarjana  vyang
memberikan  pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-
masing '’
Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa “Tindak pidana
anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara,

vang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagar perbuatan yang

w13 .
tercela”. "

Demikian halnya pendapat vyang dikemukakan oleh S

Widoyantt mengatakan bahwa “kenakalan remaja berarti hal-hal yang

U Reml Atmasasiata, 2003 Peoblonn Beaorhalone Levdd - Lo citae emiagar o) vredis Sosio

Kventendogecr Amueo. Bandung bl 23

Cbd L T3
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berbeda dalam golonean sama. pada waktu vang berbeda ' dalam
pencaunaan vang popular pengertian kenakalan remaga digar an antuk
melukiskan sejumlah besar unekal laku anak-anal (an remaja vang
tidak baik atau yvang tudak disetujur. Dalam pengertian mi. humpir segala
sesuatu vang dilakukan oleh remaja yang tdak disukar orang lan
disebut sebagar kenakalan remaja Di kalangan masyarakat. suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh anak-anak Bisa disebut sebagai kenakalan
remaja.

Kenakalan dalam hal 1 adalah suvatu perbuatan yang
mengandung unsur-unsur perbuatan vang tercela vang dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hukum, mimimal perbuatan itersebut dapat

menggangau ketentraman orang lan atau masyarakat sekitarnya

E. Pidana dan Pemidanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak  memberikan

penjelasan mengenat apa yang dimaksud dengan perkataan stratbaarfeit

“tersebut. Perkataan feit 1tu sendin dalam bahasa Belanda berarti

sebagian dan suatu kenyataan. sedangkan stratbaar berarti dapat
dihukum schingga secara harifah strafbaar feit itu dapat diterjemahkan

sebagal “scbagian dan suatu kenvataan vang dapat dihukum™ vang

him

PUQe W dowants 2000 back- Dok dee Wt diddiamy Flukaenr, Praskoa Paranuta, Jakanta,

|



sudah barang tentu udak dapat Oleh karena kelak akan kia ketahu
bahwa vanu dapat dihukum v sebenarmva adalah manusia sebava
pribady dan bukan kenvataan. perbuatan ataupun undalin
Hazawinkel Suringa telah membuat suatu rumusan vang bersifut
umum dan strafbaar feit sebagar suatu perilaku manusia pada suatu saat
tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan
dianggap sebagar perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa vang
terdapat didalamnva
Selanjutnya dikemukakan Ponpe bahwa menurut hukum positif
. kata stratbaar feit itu sebenamva adalah = “tidak lain darpada suatu
tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan
sebagai tindakan yang dapat dihukum™ ' Berbagai 1sulah yang telah
diberikan oleh para sarjana terhadap kata steatbaar teit itu sendirt,
sebagaimana dikemukakan berikut in1 -
i Tindak pidana (UU No 3 Tahun 1971) tentang pemberantasan
tindak pldana korupsi, ) R -
2 Perbuatan pidana {Pf‘()f. Moeljatno, pidana dies Natalis Universitas

Gajah Mada VI Tahun 1985 di Yogyakarta),

72

Bipal | ammating e hlm

FRAF Lamin g, Cp e hlin 174
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Pelanggaran pidana (Mi M H Tiaanudaja. Pokok-pokok Hukum

Pidana. Penerbit Fasco. Jakarta. 1935),

4 Perbuatan vang boleh dihukum (Mr Karn. tinghasan tentang hukum
prdana, penerbit Balar Pustaka Indonesia, Jakarta, 14939,

> Perbuatan yang dapat dihukum (0 U Noo 12Dt Tahun 1951 pasal 3
tentang perbuahan ordonantie Trydelyk Bijzondere Stratbepalmgan)

Dari berbagar istilah yang dikemukakan diatas, maka paling tepat

uniuk dipakar adalah = “isulah tindak pidana, karena yang diancam

dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang

tidak berbuat (melanggar suruhan) atau tidak bertindak™ ' Sedangkan

menurut Prof. Simons peristiwa pudana adalah perbuatan salah satu

melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang

vang mampu  bertanggung  jawab  Perumusan  Simons  tersebut

menunjukkan unsur-unsur peristiwa prdana sebagai berikut -

I Hendeling : Perbuatan manusia, dengan !1endelmg dimaksudkan
tdak saja “een douen” .(pcrbualauj akan tetapi juga “een malaten”

atau “met doen” (melalaikan atau tidak berbuat;

rJ

Perbuatan manusia itu harus melawan hukum Ovederrchielijk),
3 Perbuatan 1tu diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) oleh

undang-undang,

U Mustata Abdullal 2003 ensart Hidkean Pidane. Glilin Tndonesia Takarta hlin 25
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4 Harus dilakukan oleh seseoran: vang mampu bertancuung jawab
(toorekernmesvathaar).

S Perbuctan itu harus tenjadi karena kesalahan (schnfedy <1 pembuat ™
Selanjutnva dikemukakan bahwa Van Hamel merumuskan any

sama dengan perumusan Simons. hanya ditambahkan dencan satu syarat

lagr yaitu perbuatan itu harus pula dapat dipidana Sedangkan menurut

Vos peristiwa pidana adalah “suatu peristiwa yang dinvatakan dapat

dipidana oleh undang-undang (Fen strafbaar feit is een door de wer

» 19)

strafbaar gesteld feir)
‘ Pada masa sekarang m menurut KUHP yang berlaku sekarang.
peristiwa pidana 1tu dalam dua jenis saja yaitu sebagai berikut
1. Kejahatan (misdriff)
2. Pelanggaran (overtrading)

KUHP membedakan kejahatan dan pelanggaran hal ini dapat
dilthat sebagar berikut -
I. Percobaan (poging) atau membantu (medeplictigherd) untuk

pelanggaran tindak dipidana, )

2. Daluarsa (verjaring) bagi kejahatan lebith lama dan  pada

pelanggaran

" hid hlm 25

1a) =
Ihad. hlim 2
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Pengaduan (Aluchr) hanva ada terhadap beberapa kejahatan dan udak

ada pada pelangearan

4 Peraturan pada perbarengan (samenfoop) adalal berlanan untak
kejahatan dan pelanggaran

Dapat dikemukakan bahwa antara larangan dan ancamnan prdana
ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang
menimbulkan kejadian 1tu ada crang yang memmbulkan kejadian itu,
mempunyat hubungan vang erat pula Kejadian tidak dapat dilarang jika
yang memmbulkan bukan orang. Orang tidak dapat diancam pidana, jika
tidak dikarenakan kejadian yang dl[lI]‘lbUlkE{[l. olehnyarjusuu untuk
menyatakan hubungan yang erat 1tu maka dipakailah kata perbuatan.
yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan
kongkrit, pertama adanya kejadian vang tertentu dan kedua adanya
orang vang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Dapat dikemukakan bahwa pengertian im saja tidak mungkin
dilarang, hukum pidana tidak melarang_orang mat, tetapi melarang
orang mati karena perbuatan orang lam. Jika matinya orang itu
dikarenakan keadaan alam seperti penyakit, sudah tua atau tertimpa
pohon dan lain sebagainya Jika tidak penting bagi hukum pidana jika
matinva seseorang (tu dikarenakan bmatang, akan tetapt jika matinya i
ada hubungannva dengan kelakuan orang lamn, dalam hal i penstiwa

akan terjadi penting bagi hukum prdana



Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP jeris penudanaan terdin

dan

d

b

Prakiek pokok meliputi sebagar berikut

| Pwdana mati,

2. Pidana penjara.

5. Pidana kurungan;

4 Pidana denda,

Pidana tambahan meliputi sebagai berikut .
1. Pencabutan hak yang tertentu;

2 Perampasan barang-barang tertentu.

3. l’cngunmmaij_’pulusan hakim,

Disamping jenis sanksi vang berupa pidana. dalam hukem pidana

positif dikenal juga sanksi yang berupa tuindakan seperti

1.

2

Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu
bertanggung jawab karena jiwanya cacat pertumbuhannya atau
terganggu karena jiwanya cacat pertumbuhanya atau terganggu
karena penyakit,

Bagl anak yang belum umum enam belas tahun melakukan tindak
prdana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa

a  Mengembatkan  kepada  orang  twamva. walinva  atau

pemeliharannya,



b Memenntahkan agar anak tersebut  diserahkan  kepada

Pt‘nh'l‘ll'}'.ﬂh

I. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Hukum acara pidana sudah dapat digunakan untuk bertindak
meskipun baru ada perasangka adanva orang yang melakukan atau
melanggar aturan-aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana
bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran-pelanggaran
terhadap hukum pidana, melainkan juga mengadakan tindakan-tindakan
terhadap adanya perasangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh orany
vang melanggar hukum. Khusus bagi penyidik pembantu diwapibkan
memberitahukan pada penyidik di dalam hal melakukan tndakan
penyidikan maupun melakukan tindakan penghentian penyidikan, hal im
didasarkan pada etika dan sopan santun

Penyelhidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama yang
harus dilakukan jika timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana
Persangkelan telah terjadi tindak p_idana da_pat diperoleh dan bcrba'gal
sumber, setidaknya ada 4 kemungkinan dilakukannya penyidikan antara
lain adalah
a. ‘Tenangkap tangan

Pencertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP

meliput



b

I} Tertangkap tangan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.

2) Tertangkap tangan sesudzh beberapa saat tindak prdane 1w
dilakukan:

3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan pada khalavak ana
sebavar orang yang melakukan tundak pidana.

4) Tertngkap sesaat kemudrian padanya ditemukan benda vange
diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
vang menunjukkan bahwa 1a pelakuiya atau turut melakukan
atau imembantu melakukan tindak pidana

Kekuasaan penyidikan dalam hal tertangkap tangan seperti
yang dimaksud diatas menjadi lebih luas, penyidik tanpa harus
menunggu perintah penyidik telah dapat melakukan penangkapan

Dalam hal demikian maka penyidik wajib membuat berita acara dan

melaporkan pada pejabat penvidik dalam daerah hukum vang

dimaksud

Laporan

Yang dimaksud laporan adalah peberitahuan  vang
disampaikan oleh sseorang karena hak atau kewajibannya
berdasarkan undang-undang kepada penjabat yang berwenang
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana

(Pasal 1 butir 24 KUHAP) Hal i berbeda dengan pengaduan

karena laporan merupakan suatu bentuk dari tugas vang digunakan

untuk mengantisipasi terhadap segala bentuk tindak pidana

Pengaduan

Yang dimaksud pengaduan adalah pemberitahuan diserta

permuntaan oleh pihak vang berkepentingan kepada pejabat vang



berwenang umqk menindak menurut hukum terhadap sesecrang
vang melakukan tindak pidana

Pada wmumnya jika terjadi suatu pristiwa vang patur diduga
merupakan tindak pidana, tanpa permntaan dan korbun, para
penyidik segera melakukan penyidikan Mengenai bentuk kedua hal
tersebut (taporan dan pengaduan) dapat diajukan baik secara tertulis
maupun lisan

Apabila diadakan secara tertulis maka haius ditandatangani
oleh pelapor atau pengadu, sedangkan kalau diajukan secara lisan
harus dicatat oleh penyidi-k dan dftamdatangam bersama antara
pelapor/pengadu dan penyidik. Setelah menenima laporan tersebut
penyidik harus datang ketempat terjadinya perkara

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik 1alah
harus melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih
lanjut untuk membuat terang perkara tersebut. Untuk itu pgr1y1d:k
yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan
saksi yang dianggap perlu.

Dalam hal penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib
meminta  pertimbangan  atau  saran  darni  Pembimbing
Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat memmta

perimbangan atau saran dan ahli pendidikan. ahli kesehatan jiwa,
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ahli agama. atau petugas kemasvarakatan lamnva (Pasal 42 (2)
Undang-undane Nomor 11 Tahun 2012

Yang dimaksud saksi adalah orang vang mengetahui. melihat
dan mendengar sendin atas kejadian dan atau tindakan pidana
tersebur Oleh karena i1tu suatu pendapat maupun rekaan yang
diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keierangan
kesaksian (Pasal 185 butir (3) KUHAP)

Sedangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
telah dipertegas tentang saksi dan keterangan saksi, yaitu

Pasal | angka (26). “Saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 1a dengar sendiri, 1a
lihat sendin. dan 1a alami sendin™

Pasal | angka (27), “Keterangan saksi adalah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saks
mengenar suatu peristiwa pidana yang 1a dengar sendiri, 1a lihat
sendiri dan 1a alami sendinn  dengan menyebut alasan dan
pengetahiuannya tersebut”

Diketahur langsung oleh pejabat kepolisian.

[Dalam hal pejabat kepolisian mengetahui secara langsung
tentang adanya suatu tindak pidana maka dapat langsung melakukan
penangkapan untuk dilakukan preses  lebih lanjut Dalam  hal
penyidik telah mular melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang
inerupakan tindak pidana, 1a membentahukan kepada penuntut
umuri,

Demikian juga dengan penvidik pegawai sipil tertentu apabila
melakukan penyidikan  wapb  melaporkan penyidikan kepada
penvidik  Polri Dalam  mencan  Kebenaran  vang  selengkap-
lengkapnya bila dipandang perlu penyidik dapat menggunakan alat-
alat pemaksa sepert: -
1) Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 butir (20) KUHAP

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukt
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
dalam hal serta menurut cara vang diatur dalam undang-undang

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 tahun

2012 Penangkapan terhadap anak nakal adalah sebacar berikut
. Penangkapan terthadap anak nakal dilakukan sesuar dengan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



2 Duyelaskan bahwa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam
butir (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan vntuk
palmg lama | (satu) han

Dalam hal pthak berwayb melakukan penangkapan dan telah
melakukan pemertksaan, apabila jangka waktu satu han telah
dilaiur maka apabila penyidik merasa yakin seorang merupakan
pelaku tindak pidana maka prhak berwanb harus melakukan
penahanan Sedangkan apabila penyidik tidak merasa vakin maka
seoranyg yang diduga melakukan tundak pidana tersebut harus
dilepaskan

Yaing berwenang melakukan Penangkapan menurut KUHAP
adaiah mereka yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 vaitu
Butir |, "Untuk kepentingan penyehdikan, penyidik atas perintah

penyidik berwenang melakukan Penangkapan”
Butir 2. “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik
pembantu berwenang melakukan Penangkapan™.

Berdasarkan buny1 pasal tersebut yang berwenang melakukan
Penangkapan adalah penyidik dan penyidik  pembantu.
VYenyehdik juga dapat melakukan Penangkapan asalkan atas
perintah penyidik dan dalam melakukan Penangkapan harus
membawa surat tugas dan surat perintah Penangkapan.

Mengenar surat Penangkapan terdapat dalam Pasal 17
KUHAP, Penangkapan dilakukan dengan syarat :

a. Ada dugaan keras melakukan tindak pidana;

b Bukti permulaan yang cukup.

c. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana bukan
termasuk pelanggaran.

Setelah memenuhi syarat tersebut diatas, penyidik maupun
penvidik pembantu yang berwenang segera membuat surat
penangkapan. Adapun pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan
oleh petugas POLRI atau Polisi Xhusus.

Dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
tersangka surat perintah Penangkapan yang mencantumkan
identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta
uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan serta
tempat 1a diperiksa.

Tembusan surat penangkapan harus diberikan  kepada
keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan Dalam hal
tertangkap tangan penangkapan tak perlu memakar surat permtah
penangkapan (Pasal 18 KUHAP)

2) Penahanan
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Pengertian penahanan dapat dyumpar dalam Pasal | buur
(21) Kuab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPR)
vartu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh
penvicdhih atau penuntut umum  atau hakim o dengan
penempatannya. dalam hal serta cara vang diatur dalam undang-
undany

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan. karcna
seorany tersangka atau pelaku tindak pidana setelah ditangkap
dan memenuh persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh
undang-undang, baru  dapat  dilakukan  penahanan  guna
kepentingan pemeriksaan.

Dalam bhal melakukan penahanan terhadap anak vang
melakukan tindak pidana maka diperlukan suatu pendekatan yang
khusus guna menjaga kepentingan anak dimasa mendatang

Penahanan terhadap anak vang melakukan tindak pidana
diatur dalam Pasal 44, dana 45 Undang-undang Nomor 11 tahun
2012, Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai
berikut .

[) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4} butir (1) dan butir {3) huruf a.
berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
vang cukup

2) Penahanan sebagaimana dalam butir (1) hanya berlaku untuk
paling lama 20 (dua puluh) hari.

3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (2) apabila
diperlukan guna kepentingan pemenksaan yang belum
selesai, atas perintah penyidik dapat diperpanjang oleh
penuntut umum vang berwenang, untuk paling lama 10
(sepuluh) han )

4) Dalam jangka waktu 30 (niga puluh) han  penyidik
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sudah harus
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada
penuntut umam

5) Apabila jangka waktu sebagaimana dalam butir (4) dilampui
dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk
anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah
Tahanan Negara. atau ditempat tertentu

Pasal 45 Undane-undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan
sebauar berikut
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[) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh
mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan
masyvaraka

21 Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam butr (1)
harus  dinvatakan  secara  tegas dalam  surat  penntah
penahanan

3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan darn tempat tahanan
orang dewasa.

4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmanm, rohani, dan sosial
anak harus tetap dipenuhi

Mengenai syarat penahanan dibagi menjadi (2)  bagian
yaitu : :
a) Syarat Subjekul, dinamakan syarat subjektif karena hanya

tergantung pada orang memerintahkan penahanan, apakah

syarat 1tu ada atau tidak
b) Syarat objektif, dinamakan syarat objektif’ karena syarat
tersebut dapat diuji dan atau tidak oleh orang lain.

[

Penangkapan dan pendhanan pada hakekatnya mempunyai
fungst “prevensi general” pada orang vang tidak bersalah. Oleh
karena i1tu aparat penegak hukum dalam menggunakan alat
pemaksan harus benar-benar dilandast dengan keyakinan
“Presumption of innocent™. 11 berarti bahwa para aparat penegak
hukum dalam nenentukan sikapnya harus berusaha seakurat
mungkin mencari takta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat
sehingga penahanan benar-benar merupakan tindakan yang patut
dilakukan guna mencari keterangan lebih lanjut mengenai suatu
tindak pidana.

Penggeledahan badan:

Yang dimaksud dengan penggeledahan menurut Pasal 32
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah -
suatu perbuatan untuk kepentingan penyidikan, dan penyidik
dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan
pakaian atau penggeledahan badan. Mengenai penggeledahan ini
Pasal Pasal 1 angka (17) dan (18) KUHAP, memberikan
ketentuan arti sebagai berikut
Pasal | angka (17). Penggeledahan rumah adalah tindakan
penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat
tertutup lamnya untuk melakukan tindakan pemerniksaan dan atau
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penvitaan dan atau penangkapar dalam hal dan menurut cara
vang dratur dalam undang-undang
Pasal 2 ancka (18). Pengeeledahan badan adalah tindakan
penvidih unuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian
tersangka untuk mencan benda vang diduga kerasa ada pada
badannva atau dibawanya serta. untuk disita

Untuk  keamanan dan  ketertiban penggeledahan rumah,
penvidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat
vang  bersangkutan Dalam hal i penyidik  berhak
memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk udak
menmggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung. Pada
dasamya penggeledahan rumah dilakukan dengan izin ketua
pengadilan, namuri dalam keadaan vyang sangat perlu dan
mendesak yaitu bilamana ditempat 1tu diduga ada tersangka dan
barang bukti vang akan dilenyapkan atau dipindahkan atau
tersangka akan melartkan din atau mengulangi tindak pidana,
sedangkan surat 1zin tidak dapat didapat dalam waktu vang
singkat. Oleh karena 1tu dengan tidak mengurangi -ketentuan
pasal 33 butir (5) KUHAP yakni dalam waktu dua hari setelah
memasuki dan atau menggeledah rurnah harus dibuat suatu berita
acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni
rumah vang bersangkutan Maka penyidik berdasar Pasal 34
KUHAP dapat melakukan penggeledahan
| Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal berdiam,

dan atau yang ada diatasnya,

2 Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam
atau ada,
3. Ditempat pidana dilakukan atau terdapat bekasnvya;

4. Ditempat pengmapan dan tempat umum lainnya.

Penggeledahan terhadap pakaian dan badan harus ada dugaan
bahwa mereka itu bersalah. Walaupun penyidik berwenang
menggeledah pakaian dan atau berwenang menggeledah badan
tersangka akan tetapi dalam penggeledahan badan tersangka
maka penyidiknya harus sejenis dengan seseorang vang
wigaedah/tersangka,  sedangkan  dalam  hal  diperlukan
pemeriksaan rongga badan, penyidik harus memunta bantuan
kepada pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 33 KUHAP)
Penvitaan

Yang dimaksud penyitaan sesuar dengan ketentuan Pasal |
angka (o)  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk
mengambil alih dan atau menvimpan di bawah penguasaan baik
benda berverak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak



berwujud untuk kepenungan penibukuan dalam  penyidikan

Untuk mencegah undakan sewenang-wenang serta menghormat

kemerdekaan  seseorang  atas  hak  untuk  menguasar  harta

mihknva. maka pada dasamva penvitaan dapat dilakukan oleh
penvidik dencan surat 1zin ketua pengadilan negen setempat

(Pasal 38 butr (2) KUHAP)

Adapun tata cara penvitaan adalah sebagai berikut, penyidik
dalam melaknkan suatu penvitaan wanbh.

1. Menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 128 KUHAP);

2 Menunjukkan surat 1zin ketua pengadilan negen setempat
guna meiakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP),

3. Memperlihatkan benda yang akan disita dan meminta
keterangan tentang benda itu kepada keluarganya dengan
disaksikan oleh kepada desa atav ketua lingkungan dengan
dua saksi (Pasal 129 butir (1) KUHAP),

4. Penvidik kemudian membuat berita acara yang dibacakan
terlebth dahulu kepada orang dari mana benda 1tu disita atau
keiuarganya ( Pasal 129 butir (2) KUHAP),

5. Kemudian berita acara tersebut ditanggah dan ditanda tangani
oleh penyidik. orang atau keluarganya yang menguasai benda
tersebut, dan atau kepala desa atau-ketua hingkungan disertas
dua orang saksi (Pasal 129 butir (2) KUHAP),

6. Apabila orang yang menguasa: benda tersebut tidak mau
membubuhi tanda tangan, maka pada berta acara pada
penyidik  dicatat alasan-alasan mengapa udak mau
menandatangani (Pasal 129) butir (3) KUHAP).

7. Turunan bernia acara disampatkan penyidik kepada atasannvya,

orang danmana benda itu disita atau keluarganya atau kepala

desa (Pasal 129 butir (4) KUHAP),

8  Benda yvang disita, sebelum dibungkus kalau dapat dibunckus
atau vang tidak dapat dibungkus hanya diberik label dan harus
diben catatan antara lain tentang jumlahnya, jemisnya, tempat
penvitaannya, hari dan tanggal penyitaan, cin-cirinvya,
identitas orang vang menguasai benda itu. Kemudian diber
lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh penyidik (Pasal
130 butir (1) KUHAP)

Menurut Pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda vyang
dapat dikenakan penvitaan adalah sebagar berikut
a Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa vanyg selurub atau
sebagaimana diperoleh dan tindak pidana atau hasil tindak
pidana.
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b Benda vang dipergunakan secara langsuny  untuk melakukan
tndak prdana atau untuk mempersiapkannya.

¢ Benda vang  dipergunakan  untuk  menghalane-halane
penyidikan werhadap undak prdana

d Benda wvang khusus  dibuct atau diperuntukan untuk
melakukan tndak pidana.

¢ Benda vanu mempunvai hubungan langsung dengan tindak
mdana vane dilakukan

Penyitaan dapat pula dilakukan tanpa 1210 Ketua Pengadilan
Neger1 setempat vaitu dalam keacaan vang sangat perlu dan
mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
mungkin untuk mendapatkan 1zin teriebih dahulu "

Mengenai hal tertangkap tangan. maka penyitaan atas suatu
benda dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana
atau benda lamn yang dapat dipakar sebagai barang bukti, maka
penvidik dapat melakukan penyitaan (Pasal 40 KUHAP) Dalam
hal penyidik melakukan penyitaan maka harus memperhatikan
segi kemanusiaan, apakah benda vang disita 1tu merupakan
sumber penghidupan bagi keluarga tersangka atau tidak kalau
sebagar sumber penghidupan, maka sevogyanya dikembalikan
pada pemihknya

Menurut Pasal 46 butir (1) KUHAP,

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka
dan siapa benda tu disita atau kepada mereka yang paling berhak

apabila :
a Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan
lagi; .

b Perkara tersebut udak jadi dituntut karena tidak cukup buku
atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;

¢ Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum
atau perkara tersebut ditutup demi umum. Kecuali benda
tersebut diperoleh dani-suatu tindak pidana atau dipergunakan
untuk melakukan suatu tindak pidana

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan
penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam
putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut
dirampas untuk Negara. untuk dimusnahkan atau untuk dirusak
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sampar udak dapat dipergunakan lagr aau jika benda 1t masih

diperlukan unh barane buku dalam perkara prdana lamn

Pemeriksaan dan penvitaan suarat
Pemertksaun  sarat  dilakukan  apabila ada pergaduan

bahwasannva ada surat atau tuhsan vang palsu atau dipalsukan

atau diduza palsu oleh penvidik. ada tiza pasal menuenar
pemertksaan surat vaitu - Pasal 47, 48. dan Pasal 49 KUHAP

Dimana penvidil mempunvar hak untuk membuka, memeniksa.

menyita  sural vang  dicungar  dengan  alasan yvang  kuat

mempunyal hubungan dengan  tundak  pidana vang sedang
diperiksa

Menurut Pasal 132 KUHAP, dalain hal ada laporan bahwa
sesuafu surat atau tulisan dipalsukan atau diduga palsu oleh
penyidik, maka untuk kepentingan penvyidikan oleh penyidik
dapat dimintakan keterangan mengenai hal-hal itu dar seorang
ahli.

Setelah surat tersebut diperiksa maka ada dua kemungkinan
yang terjadi vaitu

a. Bahwa surat tersebut ada hubungannva dengan perkara
tersebut, maka surat tersebut harus dilimpalkan dalam berkas
perkara (Pasal 48 butir (1) KUHAP)

b. Bahwa surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara
tersebut, maka surat tersebut harus ditutup dan dibubuhi cap
dengan redaksi “telah diperiksa oleh penyidik”  dengan
dibubulu pula tanggal, tandatangan serta identitas penyidik”
Selanjutnya penyidik sebagar penegak hukum wayib membuat

berita acara atas segala tindakan yang dilakukan yang

berhubungan dengan pencarian kebenaran terhadap seseorang
yang dianggap melakukan tindak pidana

Sebagaimana vang tertuang dalam Pasal 75 KITHAP. bahwa
berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang

a  Pemeriksaan tersangka; )
b. Penangkapan,

¢ Penahanan,

d. Penggeledahan;

e. Pemasukan rumah;

- Penvyitaan benda,

g Pemeriksaan surat,

1. Pemeriksaan saks:.

Pemeriksaan ditempat kejadian.

Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Kk Pelaksanaan tindakan lam ssuar denvan ketentuan dalam
undang-undang



Berita acara dibuar oleh penjabat vang bersangkutan atas
kekuatan sumpah jabatan. selain ditandatancani oleh penjabat
vang bersangkutan juea harus diandatancam oleh seua pihak
vang terhibat dalam  undakan  cane dimaksud  (Tersangka.
Terdakwa. Sakst)




BAB 111

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polresta Palembang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan di  Polresta
Palembang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tetapi dalam hal-hal tertenty tetap menggunakan dan memperhatikan
KUHAP

Penyidikan terhadap anak vang melakukan tindak pidana
berdasarkan ketentuan Pasal 41 butir (1) UU No. 11 Tahun 2012
dilakukan oleh Penyidik vang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kapolri atau penjabat lain vang digukan oleh Kepala Kepolisian
Republik Indonesia.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik
wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari pembimbing
kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan
atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan Jiwa, ahli agama, atau

petugas kemasyarakatan lainnya.
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Cara atau langkah-langkah dalam melakukan penyidikan dapat

digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut

Penindakan
Penindakan adalah setiap_tindakan hukum vang dilakukan terhadap
orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana
yang dilakukan anak, jadi penindakan adalah merupakan salah satu
rangkalan kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Palembang
(penyidik) untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang
berhubungan dengan suatu tindak pidana.
Dalam menghadapt dan menanggulanggi berbagai perhatian yang
dilakukan oleh anak terutama yang menyangkut aspek hukum sudah
selayaknya Penyidik memberikan perlakuan yang khusus terhadap
anak yang melakukan tindak pidana, hal i bukan didasarkan
semata-mata karena rasa belas kasithan namun lebith pada suatu
penekanan pembinaan karena pada dasarmya tugas pembinaan
merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat
dan bangsa.

Selaras dengan pandangan tersebut Penyidik Polresta
Palembang berusaha mengimplementasikan ke dalam tindakan nyata
guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak. Tindakan

yang dilakukan oleh Polresta Palembang dapat berupa :




a)

b)

a1

Pemanggilan tersangka dan saksi

Dalam melakukan pemanggilan tersangka maupun saksi pihak
Pengadilan/Penyidik tetap berpedoman pada UU No. 11 Tahun
2012 dan KUHAP. Cara vang digunakan oleh Polresta
Palembang  dalam melaku‘kan pemanggilan  baik kepada
tersangka maupun saksi adalah sama yaitu penyidik datang
secara langsung ke rumah tersangka atau saksi. hal ini dilakukan
untuk meminimalisasi pemberitaan  baik oleh tetangga-
tetangganya maupun oleh media massa.

Dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi
selalu diberitahukan kepada pihak keluarga dan dyelaskan duduk
permasalahannya terlebih dahulu, dan bahkan penyidik tidak
jarang berdiskusi dengan keluarga/orang tua pelaku tindak pidana
h.’:}l ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian sejak awal
bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penyidik semata-
mata untuk kepenltn_gan anak.

Penangkapan

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan
Polresta Palembang  dilakukan dengan melihat jenis kejahatan
yang dilakukan oleh si anak walaupun tidak lepas dari ketentuan

hukum yang beriaku.



Jadi tata cara dalam melakukan penangkapan adalah bersifat
incaso (berdasarkan kasus-per kasus) tercantung dan jenis tindak
pidana yang dilakukan, jika tindak pidana diketahui oleh
masyarakat maupun pthak Penyidik secara langsung, mau tidak
mau Penyidik harus melakukan penangkapan sesegera mungkin
hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan amuk
masa maupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat menganggu
perkembangan mental anak dikemudian hari %’

Dart hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap anak
yang melakukan tindak pidana diperoleh keterangan bahwa
Penyidik dalam melakukan Penangkapan ada vyang masih
menggunakan seagam dan ada juga yang tidak Menurut Pejabat
Polresta Palembang hal tersebut memang ada kalanya terjad
biasanya pada tindak pidana yang tertangkap langsung baik oleh
aparat maupun masyarakat.

¢) Penahanan

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
dilakukan untuk kepentingan Penyidik dan dilakukan di tempat
terpisah dari orang dewasa, hal ini dimaksudkan agar anak tidak

sengalami ketakutan.

* Wawancara dengan Bapak Kompol Maruii Pardede, Kasatreskrin. Polresta Palembang

tanggal 14 Juni 2016,



Dalam melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana Polresia Palembane  tetap berpedoman pada
ketentuan Pasal 44 (empat puluh empat) Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1997 yaitu :

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 butir (1) dan butir (3) huruf a.
berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
yang cukup .

2) Penahanan sebagai mana dimaksud dalun butir ( 1) hanya
berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari

3) Jangka waktu sebagaimana dalam butir (2) apabila diperlukan
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas
perimntaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum
yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari

4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  Penyidik
sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) sudah harus
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada
Penuntut Umum

©5) Apabila jangka waktuu sebagaimana dimaksud dalam butir

(4) dilampau dan berkas perkara belum diserahkan. maka
tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum
6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan dj tempat khusus
untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang
Rumah Tanahan Negara, atau di tempat tertentu.
Polresta Palembang memang tidak memiliki fasilitas yang
memadai untuk melakukan penahanan terhadap anak yang
13 :
berperkara dengan hukum tetani usaha-usaha untuk memberikan
perlakuan khusus tetap dilakukan yaitu dengan menempatkan
pelaku di tempat yang berbeda dari pelaku tindak pidana orang

dewasa, dan anak juga selama dalam penahanan diberikan

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak.
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Menurut keterangan Randi (pelaku tindak pidana anak) selama di
tahanan Polresta Palembang, dia tidak diperlakukan dengan
kekerasan, hanva dibenikan kegiatan-keciatan yang sifatnya
mendidik.

d) Penggeledahan dan penyitaan
Penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan
semata-mata demi kepentingan penyidik. Sedangkan penyitaan
dilakukan terhadap segala benda yang digunakan atau terlibat
dengan tindak pidana vang dilakukan.

Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana anak yang
dilakukan oleh Polresta Palembang tidak ubahnya seperti yang
dilakukan dalam menanggani penyidikan tindak pidana vyang
lainnya.

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh anak Polresta Palembang selalu menekankan
asas kepentingan anak yaitu dengan jalan meminta keterangan lebih
lanjut tentang identitas, kebiasaan, serta keadaan keluarga kepada
t'okoh masyarakat pada daerah mana seorang anak diduga melakukan
tindak pidana.

Hal tersebut dimaksudkan agar Penyidik lebith mengetahui

keadaan yang sebenarnya tentang dirt anak, sehingga dapat



45

melakukan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan dan dapat
lebik dimengerti baik oleh anak maupun keluarganva 2
3 Pemeriksaan

a) Pemerniksaan tersangka
Dalam melakukan pemeriksaan terhaap anak yang melakukan
tindak pidana Polresta Palembang mengusahakan sesederhana
mungkin hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan
secara riil, dan pihak Penyidik mengusahakan seramah mungkin
guna menghindarn anak merasa ketakutan dan memberikan
informast yang keliru.

b) Pemeriksaan saksi .

4

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk meyakinkan
penyidik terhadap tersangka bahwa 1a benar-benar pelaku tindak

pidana.

B. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang
Pada dasarmnya pihak Polresta Palembang tidak banyak kesulitan

baik di dalam nielakukan penangkapan maupun dalam melakukan

) Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrm, Polresta Palembang
tanggal 14 Jum 2016
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penyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadar
dengan apa yang dilakukanrniya dan akibatuya

Dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana.
para penegak hukum wajib mempertimbangkan hasil penelitian
kemasyarakatannya yang dipimpin oleh pembimbing kemasyarakatan
mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan.
Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan para penegak hukum
dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan
yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyidikan Polresta Palembang tidak begitu
banyak mengalami kesulitan karena pihak Poiresta Palembang selalu
mempertimbangkan baik buruknya terhadap segala persoalan yang
menyangkut tindakan anak yang sudah menjurus kearah tindak pidana,
dalam melakukan penyidikan Polresta Palembang selalu menerapkan
sistem persahabatan dan kasih sayang sehingga dengan sendirinya
mereka merasa diperhatikan, tidak merasa takut dan pada akhirnya
terbuka sendiri nuraninya membertkan jawaban yang terus terang pada
setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. **

Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik

adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau

) Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palenibang
tanggal 14 Juni 2016



orang tua dart anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit
untuk mengisntropeksi dir1 tentang peran mereka sebagar orang tua

D satu sisi imereka sebagai bapak dan di sist lam mereka sebaga
teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua
menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga
mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau
perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana

Kebanyakan orang tua selalu beranggapan bahwa anaknya
tersebut baik, sopan, alim, bahkan kalau dirumah Nampak pendiam dan
tidak nakal, rajin sholat ke gereja atau lain sebaga:nya. Hal semacam
intlah yang pada akhimya sulit untuk menciptakan generasi yang
berprestasi karena tidak adanya hubungan timbal-balik yang searas
antara keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat karena ada dasarnya

mencegah itu lebih baik dari pada mengobati. >’

! Wawancara dengan Bapak Kompol Maruli Pardede, Kasatreskrim, Polresta Palembang
tanggal 14 Juni 2016



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan atas beb’érapa uraian yang telah penulis berikar: pada
bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut :
Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan
penyelidikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak pidana
yvang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan
KUHP. Langkahfangkah dalam melakukan penyidikan adalah
sebagai berikut :

a. Penyelidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk
mencart dan menemukan suatu pristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan.

b. Penindakan
Setiap tindakan hukum vyang dilakukan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana. Polresta Palembang melakukan
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tindakan hukum apabila anak yang melakukan tindak pidana
dipandang tidak dapat dibina hanya dengan tindakan perimgatan

Pemeriksaan

]

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam rangka
mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana.

Hambatan-hambatan dan cara mengatasi tindak pidana anak

a. Hambatan intern, antara lain adanya kewajiban penyidik untuk
mempertimbangkan hasil penelitian ke masyarakat.

b. Hambatan ekstern, antara lain sulitnya memberikan pengertian

kepada orang tua atau wal.

B. Saran

l

(9]

Bagr Polresta Palembang melakukan pemeriksaan terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hendaknya Polresta
Palembang sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara
kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan
dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari.

Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan
hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan
tetapi menginstropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga

sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.
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3. Masvarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk
mendidik generast muda. misalnya dengan jalan turut serta
membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat
tinggalnya

4. Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum
hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan
menatap masa depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-
malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di

daerah tempat tinggalnya.
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PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 2016

Perthal : Mohon untuk Dilaksanakan Seminar
Proposal Penehitian Slerina

Kepada Yth,
Bapak , Ketua Prodi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembany
di-
Palembang

Assalamu’alaitkum Wr Wh,
Dengan hormat, dengan in1 disampaikan bahwa

Nama Wisnu Dwi Saputra
NIM 2502012400
Program Kekhususan Hukum Pidana

Bahwa vyang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal
rencana penchitian skrpsi, dengan judul  PROSEDUR PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI POLRESTA PALEMBANG

Mohon kiranva vang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar
proposal usul penehitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu’alatkum Wr whb.

Pembimbing Skripst,

Zas
Atika Ismail, SH. ,MH
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Catatan : DIKELUARKAN - DI PALEMBANG
Mohon diberi waktu PADA TANGGAL

menyelesaikan KETAJA PRODL
skripsi........ bulan sejak tanggal
dikeluarkan/ditetapkan P

J MULY ADI TANZILL, SH. . MH




